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Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan
UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menandai lahirnya era baru dalam regulasi

dan pengawasan jasa keuangan yang sebelumnya fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan,

Pasar Modal dan IKNB dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Bank 
Indonesia

Bapepam
-LK

Regulator dan Pengawas Pasar 
Modal dan IKNB

Regulator dan Pengawas Perbankan
(Bank Umum dan BPR)

Regulator dan Pengawas
Jasa Keuangan yang

Terintegrasi

TUGAS DAN FUNGSI OJK

MELINDUNGI
Kepentingan konsumen
dan/atau masyarakat

MENGAWASI
Sektor Jasa Keuangan

MENGATUR
Sektor Jasa Keuangan

UNDANG-UNDANGNO. 4
TAHUN 2023
tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan

Memperkuat kelembagaan, pengaturan, 
pengawasan, dan wewenang dari otoritas
pengawas sektor keuangan serta pelindungan
kepada Investor dan Konsumen



MELINDUNGI
Kepentingan

konsumen/masyarakat

MENGATUR
Sektor Jasa Keuangan

MENGAWASI
Sektor Jasa Keuangan

PERBANKAN

Bank Umum
(Syariah dan Konvensional)

Bank Perekonomian Rakyat 
(Syariah dan Konvensional)

PASAR MODAL

Perusahaan Sekuritas 
Manajer Investasi
Emiten & Perusahaan Publik

Securities Crowdfunding 
Keuangan Derivatif
Bursa Karbon

INDUSTRI KEUANGANNON BANK

Perasuransian
Perusahaan Pembiayaan 
Modal Ventura
Dana Pensiun
BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

Pergadaian
Lembaga Keuangan Mikro
Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan
Aset Keuangan & Aset Kripto

PREVENTIF (PENCEGAHAN)

KURATIF (PENANGANAN)

• Informasi & edukasi
• Layanan Konsultasi
• Market intelligence
• Pengawasan

market conduct

• Layanan pengaduan
• Tindakan penghentian 

kegiatan
• Alternative dispute 

resolution
• Pembelaan hukum

Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan



Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)
merupakan sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di
Sektor Jasa Keuangan terkait penanganan pengaduan
konsumen & penyelesaian sengketa.

Dan bertujuan untuk mengoptimalkan upaya
perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang 
dapat diakses melalui alamat:

kontak157.ojk.go.id

IDEBKU merupakan aplikasi layanan pemberian informasi
debitur kepada masyarakat yang dapat diakses secara daring 
dan luring melalui layanan walk in. Permintaan idebku secara
daring dapat diakses melalui alamat:

idebku.ojk.go.id

1. Luring / Tatap Muka:
Pemohon SLIK mengajukan

permohonan Informasi Debitur

ke Kantor OJK setempat.

2. Daring / Online:
Lakukan pencarian “SLIK Online

OJK” pada web browser /

menuju link berikut:

http://idebku.ojk.go.id

Cara Memperoleh Informasi Debitur

Otoritas Jasa Keuangan

Layanan Konsumen OJK (APPK & OJK Checking)

http://idebku.ojk.go.id/


Satgas PASTI
ANGGOTA

Satgas PASTI merupakan forum koordinasi yang terdiri dari otoritas

sektor keuangan, kementerian, dan lembaga untuk melakukan pencegahan

dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Pembentukan Satgas, kelembagaan, dan tata kelolanya diatur

oleh OJK bersama dengan otoritas/kementerian/lembaga anggota

Satgas sesuai amanat dari pasal 247 UU Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Saat ini Satgas PASTI terdiri dari : 2 Otoritas Sektor Keuangan,

10 Kementerian, dan 4 Lembaga Negara.



Hasil SNLIK 2025

DEFINISI LITERASI KEUANGAN

Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan,

yang mempengaruhi sikap dan perilaku 

untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan pengelolaan keuangan dalam 

rangka mencapai kesejahteraan

INDEKS LITERASI KEUANGAN

DEFINISI INKLUSI KEUANGAN

Ketersediaan akses pada berbagai 

lembaga, produk dan layanan jasa 

keuangan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

65,43%

SNLIK 2024

Konvensional 65,08%

Syariah 39,11%

66,46%
Metode Keberlanjutan

Konvensional 66,45%

Syariah 43,42%

Konvensional 66,64%

Syariah

66,64%
Metode Cakupan DNKI

43,42%

SNLIK 2025

75,02%

SNLIK 2024
Konvensional 73,55%

Syariah 12,88%

80,51%
Metode Keberlanjutan

Konvensional 79,71%

Syariah 13,41%

Konvensional 92,61%

92,74%
Metode Cakupan DNKI

13,41%

SNLIK 2025

INDEKS INKLUSI KEUANGAN

Syariah



Infrastruktur Penunjang Literasi Keuangan

Majalah Edukasi Keuangan
sikapiuangmu.ojk.go.id SiMOLEK Edutainment

Sektor Formal Sektor Informal



Fenomena Investasi, Pinjol Ilegal dan Penipuan



Fenomena Buy Now Pay Later (BNPL)



Proses Bisnis Fintech P2p Lending

10

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
Informasi (LPBBTI)/

Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending:

Uang yang dipinjamkan/disalurkan adalah
milik pemberi dana (lender), 

bukan milik platform fintech P2P lending.

Sasaran utama penerima dana adalah
masyarakat yang unbankable dan 

underserved untuk kebutuhan produktif 
dan konsumtif.

Layanan pinjam meminjam uang atau pendanaan
secara langsung antara Kreditur/Lender (Pemberi Dana)

dan Debitur/Borrower (Penerima Dana) berbasis 
teknologi informasi.

96*
Penyelenggara P2P Lending 

Berizin
7 

Syariah
89 Konvensional

*Data per 24 April 2025

Perjanjian Transaksi

Pemberi Dana Penerima Dana

Mekanisme P2P Lending Secara Umum

POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 



Waspada Modus Pinjaman Online Ilegal!

1
Beriklan di media sosial, dan bernama 

mirip dengan Pinjaman Online Legal

Titik Kritis:

• Nama platform sangat mirip, 

hanya beda di spasi atau satu 

huruf saja.

• Memalsukan regulator 

pengawas; seperti memasang 

logo OJK dalam iklannya.

2
Penawaran sering melalui 

Whatsapp atau SMS

Titik Kritis:

• Mengklaim tidak ada persyaratan 

apapun dari penggunaan.

• Nomor asing/tidak dikenal

• Nama perusahaan atau lokasi kantor 

tidak valid

3
Modus langsung transfer

ke rekening pribadi

Titik Kritis:

• Secara tiba-tiba mentransfer dana 

ke rekening korban dan menagih 

pinjaman pokok beserta 

bunganya. 

• Tidak ada riwayat perusahaan 

dikarenakan sering berganti 

nama.

4 Penggunaan Foto Selfie 

dengan KTP

Titik Kritis:

• Jangan pernah memberikan 

selfie dengan KTP dengan 

iming-iming uang, hadiah dan 

janji mendapatkan pekerjaan 

pada lembaga yang tidak 

terpercaya

Tips: sebaiknya tak perlu direspons, 

langsung dihapus, block & report as spam



Kenali Perbedaan Pindar dan Pinjol!

Legalitas/izin perusahaan

Bunga pinjaman

Mekanisme pemberian pinjaman

Perizinan akses fitur handphone

Layanan pengaduan nasabah

Penawaran produk pinjaman

Penagihan

Risiko nasabah gagal bayar

Indikator Pinjaman Online LegalPinjaman Online Ilegal

Maks. 100% dari pinjaman pokok untuk

pinjaman sampai dengan 24 bulan

Tidak memiliki izin resmi Berizin dan diawasi OJK

Bunga tidak terbatas

Bunga maksimal. 

0.3% per hari Pendanaan Konsumtif

0.1% per hari Pendanaan Produktif

Denda pinjaman Denda tidak terbatas

Pemberian pinjaman sangat mudah Pemberian pinjaman diseleksi

Akses ke seluruh data di HP
Akses hanya Camera, Microphone, 

Location (CAMILAN)

Tidak ada layanan pengaduan Ada layanan pengaduan

Penawaran melalui jalur pribadi tanpa izin

Ancaman teror, penghinaan, pencemaran 

nama baik, menyebarkan foto pribadi

Risiko peminjam tidak melunasi setelah 90 

hari masuk ke daftar hitam 

Pegawai yang menagih tersertifikasi

dari AFPI 

Pegawai yang menagih tidak 

tersertifikasi dari AFPI 

Dilarang menawarkan melalui jalur pribadi



Laporkan ke 
SATGAS PASTIJangan Gali Lubang, 

Tutup Lubang

Apabila sudah jatuh tempo dan
tidak mampu bayar, maka

hentikan upaya mencari pinjaman
baru untuk membayar utang lama. 

Laporkan platform pinjol ilegal 
kepada Satgas Pasti melalui email 

agar pinjol ilegal 
tersebut diblokir.

Segera lunasi utang atau pinjaman 
yang sudah dipinjam, karena utang 

harus tetap di bayar.

Segera Lunasi

Jangan Akses Pinjol
Ilegal Lagi

Laporkan Penagihan
Tidak Beretika

Jangan pernah akses lagi aplikasi 
pinjaman online illegal. Upayakan 

mencari pinjaman ke lembaga 
jasa keuangan formal yang 
diawasi oleh regulator yang 

berwenang

Apabila menjadi korban penagihan tidak 
beretika (terror, intimidasi, pelecehan), 
maka:
a. Blokir semua nomor kontak yang 

mengirim terror
b. Beritahu ke seluruh kontak di ponsel 

apabila mendapatkan pesan dari 
pinjol tersebut agar diabaikan

c. Segera lapor ke polisi
d. Lampirkan laporan ke polisi kepada 

penagih yang masih menagih

Lakukan ini..Apabila terlanjur terjerat
Pinjol Ilegal!



Waspada Investasi Ilegal!
Cek legalitas perusahaan sektor jasa

keuangan yang diawasi OJK melalui

website ojk.go.id.

Cek legalitas perusahaan pada instansi

terkait sesuai kegiatan usaha

(Kemendag, Kemenkop, Bappebti, dll). 

Apabila menemukan penawaran investasi

ilegal, agar dilaporkan kepada Satgas

PASTI melalui website sipasti.ojk.go.id

Selalu ingat 2L !!!

Legal & Logis



Data Penanganan Investasi Ilegal dan Pinjol Ilegal



Waspada Modus Penipuan!

Modus:
Mengaku sebagai lembaga dunia yang bisa mengeluarkan surat
pelunasan utang masyarakat kepada lembaga jasa keuangan serta
memberikan voucher kepada masyarakat untuk mengambil uang
sebesar USD1.200,- atau Rp15.600.000,- di Bank Mandiri.

Tindakan:
Satgas Waspada Investasi (SWI) mengimbau kepada seluruh
pimpinan UN Swissindo untuk menghentikan kegiatannya serta
meminta masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan UN Swissindo.

Modus:
Mengaku sebagai auditor OJK dan memancing korbannya melalui
aplikasi Tiktok dengan iming-iming bisa membantu korban
menghapus utang pinjaman online alias pinjol namun bukannya
utang terhapus, para korban malah terjerumus utang baru.

Tindakan:
Satgas PASTI DIY melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian
Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap pelaku penipuan dan
menjerat tersangka dengan dengan Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 8
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana
maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda hinga Rp 1 miliar.

Kasus UN Swissindo Jasa Hapus Utang Pinjol di Tiktok



Waspada Modus Kejahatan Digital!



Waspada Modus Kejahatan Digital!



Waspada Modus Kejahatan Digital!



Waspada Modus Kejahatan Digital!



Indonesia Anti Scam Center (IASC)

a. Penundaan transaksi (pemblokiran) 

dengan cepat dan penyelamatan

sisa dana korban

b. Identifikasi pelaku penipuan (data)

c. Penindakan hukum bekerja sama

dengan Polri

IASC merupakan inisiatif OJK bersama otoritas/kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas

PASTI dan didukung oleh asosiasi industri terkait untuk membangun forum koordinasi penanganan

penipuan (scam) di sektor keuangan agar dapat ditangani secara cepat dan berefek jera.

TARGET 

IASC



Kanal Pengaduan Satgas PASTI Berpindah ke

SIPASTI... Laporkan Aktivitas Keuangan Ilegal

(Pinjol Ilegal, Investasi Ilegal dan Gadai Ilegal

melalui SIPASTI!

TATA CARA PELAPORAN

1
Kunjungi laman

https://sipasti.ojk.go.id

2
Pada halaman beranda, pilih menu 

“Buat Laporan Pengaduan”

3 Isikan informasi yang dibutuhkan

4
Setelah berhasil melakukan pendaftaran, 

pelapor akan menerima email dari Satgas

Pasti sebagai tanda terima bahwa laporan

telah diterima

SIPASTI (Sistem Informasi Pemberantasan 
Aktivitas Keuangan Ilegal)



TERIMA KASIH
SEKIAN DAN 

Centennial Tower lvl 29, Jl Gatot

Subroto Kav 24-25, Setiabudi , 

Jakarta Selatan 12950

https://afpi.or.id/
081 157 157 157

157

https://afpi.or.id/maintenance
https://afpi.or.id/

